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HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Sejarah Lubuk Pakam
4.1.1	Gambaran Umum Lubuk Pakam
Lubuk Pakam merupakan ibu kota dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, Lubuk Pakam dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Deli yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya dan ekonomi di kawasan timur Sumatera. Nama “Lubuk Pakam” sendiri berasal dari kata “lubuk” yang berarti bagian terdalam dari sungai, dan “pakam” yang dalam bahasa lokal bisa merujuk pada tempat yang subur atau dataran rendah, mencerminkan kondisi geografis daerah ini yang dilewati oleh sungai-sungai kecil dan memiliki tanah yang subur.
Sejak masa penjajahan Belanda, Lubuk Pakam telah berkembang sebagai wilayah perkebunan yang penting, terutama dalam produksi tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan asing dan lokal turut membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lubuk Pakam terus mengalami pertumbuhan dan dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau dari Kota Medan.




Secara geografis, Lubuk Pakam terletak tidak jauh dari Kota Medan dan memiliki akses yang baik melalui jalur darat serta kereta api. Hal ini membuatnya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang cukup sibuk. Berbagai 
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fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan area perdagangan berkembang pesat di wilayah ini. Selain itu, Lubuk Pakam juga dikenal dengan keberagaman penduduknya yang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa yang hidup berdampingan secara harmonis.
Dalam perkembangannya saat ini, Lubuk Pakam terus berbenah sebagai kawasan yang mendukung pertumbuhan perkotaan sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya tradisional. Pemerintah daerah mendorong pengembangan infrastruktur, layanan publik, serta pariwisata berbasis budaya dan alam. Dengan peran strategis sebagai pusat administrasi dan pertumbuhan ekonomi, Lubuk Pakam menjadi salah satu wilayah penting dalam peta pembangunan regional di Sumatera Utara.
Lubuk Pakam sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki visi dan misi tersendiri secara administratif seperti halnya suatu kota otonom. Namun, visi dan misi yang menjadi pedoman pembangunan wilayah Lubuk Pakam merujuk pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, karena Lubuk Pakam berada langsung di bawah koordinasi pemerintahan kabupaten tersebut. Berikut adalah visi dan misi Kabupaten Deli Serdang yang juga menjadi arah pembangunan wilayah Lubuk Pakam.
4.1.2	Letak Geografis Lubuk Pakam
Lubuk Pakam secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Utara dan berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Wilayah ini berada di jalur strategis yang menghubungkan Kota Medan dengan beberapa daerah penting lainnya di Sumatera Utara seperti Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Bandar Khalifah. Lubuk Pakam juga dilewati oleh jalur kereta api serta berada dekat dengan Bandara Internasional Kualanamu, yang menambah nilai aksesibilitasnya.
Secara astronomis, Lubuk Pakam berada pada sekitar 3°32’ Lintang Utara dan 98°52’ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki topografi yang relatif datar hingga berombak ringan, dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 40 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini membuat Lubuk Pakam cocok untuk kawasan pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Adapun batas-batas wilayah Lubuk Pakam secara administratif adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Merbau.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Beringin.
3. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pantai Labu.
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa.
Letaknya yang strategis dan kondisi geografis yang mendukung menjadikan Lubuk Pakam sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan layanan publik di Kabupaten Deli Serdang.
4.1.3	Visi dan Misi Umum Lubuk Pakam
Visi dari Kabupaten Deli Serdang yaitu “Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.”
Misi Kabupaten Deli Serdang:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, dan religius.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kebhinekaan dan menjunjung nilai-nilai budaya.
4.1.4	Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Berikut ini adalah struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada gambar 4.1 berikut:
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
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Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2025
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi dari Struktur Organisasi
Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang yatitu: 
1. Bupati
Bupati memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi Bupati meliputi penetapan kebijakan strategis daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh seluruh perangkat daerah.
2. Wakil Bupati
Wakil Bupati bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Fungsi utamanya adalah mewakili Bupati dalam tugas tertentu dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai arahan Bupati.
3. Sekretaris Daerah (Sekda)
Sekretaris Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Fungsi Sekda mencakup koordinasi administrasi pemerintahan, pembinaan dan pengawasan perangkat daerah, serta pelaksanaan tugas teknis administratif.
4. Asisten Sekretaris Daerah
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Asisten ini bertugas mengoordinasikan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Fungsinya mencakup pengendalian bidang hukum, pemerintahan umum, dan urusan sosial.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan ekonomi daerah. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pembangunan, ketenagakerjaan, dan investasi.
c. Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum bertugas mengoordinasikan urusan administrasi umum. Fungsinya mencakup pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan organisasi.
5. Bagian-Bagian di Bawah Masing-Masing Asisten
a. Di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terdapat tiga bagian utama. Bagian Tata Pemerintahan menangani urusan otonomi daerah, tapal batas, dan pemerintahan desa. Bagian Hukum bertugas menyusun peraturan daerah, memberikan pendapat hukum, dan mengelola dokumentasi hukum. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengurus bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesehatan.
b. Di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Terdapat tiga bagian. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan. Bagian Pengadaan Barang/Jasa menangani proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Di bawah Asisten Administrasi Umum
Terdapat lima bagian. Bagian Organisasi menata struktur organisasi, menganalisis jabatan, dan mengelola reformasi birokrasi. Bagian Umum mengelola rumah tangga, perlengkapan, dan surat-menyurat. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menangani protokol kegiatan Bupati/Wakil serta publikasi kegiatan pemerintahan. Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Bagian Kerja Sama mengelola kerja sama antar-daerah maupun dengan pihak ketiga.
4.2		Hasil Dan Penelitian
4.2.1		Deskripsi Karakteristik Responden
Deskripsi karakteristik responden menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas mengenai Analisis Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Lubuk Pakam. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM Makanan Dan Minuman Di Lubuk Pakam. Berikut ini adalah deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan. Data karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Karakteristik Responden
	No
	Karakteristik Responden
	Kategori
	Frekuensi (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Jenis Kelamin
	Laki-laki
	20
	28,57

	
	
	Perempuan
	50
	71,43

	
	
	Jumlah
	70
	100,00

	2
	Usia
	< 25 tahun
	5
	7,14

	
	
	25 – 34 tahun
	18
	25,71

	
	
	35 – 44 tahun
	30
	42,86

	
	
	≥ 45 tahun
	17
	24,29

	
	
	Jumlah
	70
	100,00

	3
	Pendidikan Terakhir
	SD
	4
	5,71

	
	
	SMP
	15
	21,43

	
	
	SMA/SMK
	40
	57,14

	
	
	Diploma
	6
	8,57

	
	
	Sarjana (S1)
	5
	7,14

	
	
	Jumlah
	70
	100,00

	4
	Pendapatan per Bulan
	< Rp2.000.000
	6
	8,57

	
	
	Rp2.000.000 – Rp2.999.999
	22
	31,43

	
	
	Rp3.000.000 – Rp3.999.999
	28
	40,00

	
	
	≥ Rp4.000.000
	14
	20,00

	
	
	Jumlah
	70
	100,00


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa dari 70 orang responden pelaku UMKM Makanan Dan Minuman Di Lubuk Pakam, mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 50 orang (71,43%), sedangkan laki-laki berjumlah 20 orang (28,57%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini didominasi oleh kaum perempuan.
Dari segi usia, responden terbanyak berada pada rentang 35 – 44 tahun sebanyak 30 orang (42,86%), kemudian diikuti oleh usia 25 – 34 tahun sebanyak 18 orang (25,71%), usia ≥ 45 tahun sebanyak 17 orang (24,29%), dan usia < 25 tahun sebanyak 5 orang (7,14%). Data ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM didominasi oleh kelompok usia produktif.
Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki pendidikan pada jenjang SMA/SMK, yaitu sebanyak 40 orang (57,14%), diikuti oleh pendidikan SMP sebanyak 15 orang (21,43%), Diploma sebanyak 6 orang (8,57%), Sarjana (S1) sebanyak 5 orang (7,14%), dan SD sebanyak 4 orang (5,71%). Ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Dalam hal pendapatan per bulan, sebagian besar responden memiliki pendapatan pada kisaran Rp3.000.000 – Rp3.999.999, yaitu sebanyak 28 orang (40,00%), diikuti oleh pendapatan Rp2.000.000 – Rp2.999.999 sebanyak 22 orang (31,43%), pendapatan ≥ Rp4.000.000 sebanyak 14 orang (20,00%), dan pendapatan < Rp2.000.000 sebanyak 6 orang (8,57%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki penghasilan menengah ke bawah.
4.2.2	Deskripsi Jawaban Responden
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 70 responden melalui penyebaran kuisioner kepada Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman Di Lubuk Pakam, berikut adalah distribusi jawaban responden. Kuisioner tersebut meliputi variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 (X3), dan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dikarenakan terdapat lima alternatif jawaban maka penyusunan tabel dari skor rata-rata setiap item menjadi lima klasifikasi disajikan sebagai berikut :
Tabel 4.2
Kriteria Skor Variabel
	Interval Mean
	Kategori

	1,00 – 1,79
	Sangat Tidak Setuju (STS)

	1,80 – 2,59
	Tidak Setuju (TS)

	2,60 – 3,39
	Kurang Setuju (KS)

	3,40 – 4,19
	Setuju (S)

	4,20 – 5,00
	Sangat Setuju (SS)


Sumber : Hasil Penelitian, 2025



Tabel 4.3
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)
	Pernyataan
	Kategori Jawaban Responden
	Deviation
	Mean

	
	STS
(%)
	TS
(F%)
	KS
(F%)
	S
(%)
	SS
(F%)
	
	

	Saya paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terutama untuk wajib pajak orang pribadi
	1
(1,4%)
	5
(7,1%)
	11
(15,7%)
	30
(42,9%)
	23
(32,9%)
	0,955
	3,99

	Saya paham prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dan bagaimana wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	8
(11,4%)
	35
(50,0%)
	24
(34,3%)
	0,833
	4,13

	Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment
	2
(2,9%)
	2
(2,9%)
	10
(14,3%)
	34
(48,6%)
	22
(31,4%)
	0,916
	4,03

	Saya paham tentang berbagai aspek, seperti jenis pajak, struktur tarif pajak, proses pemungutan pajak, kewajiban pajak, dan berbagai aturan dan regulasi perpajakan
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	13
(18,6%)
	30
(42,9%)
	22
(31,4%)
	0,932
	3,97

	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui konsekuensi hukuman yang mungkin mereka hadapi jika mereka melanggar peraturan pajak kendaraan, seperti denda atau penahanan kendaraan
	0
(0,0%)
	2
(2,9%)
	12
(17,1%)
	31
(44,3%)
	25
(35,7%)
	0,797
	4,13

	Saya paham bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	13
(18,6%)
	26
(37,1%)
	26
(37,1%)
	0,963
	4,03

	Memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan otoritas pajak yang mengatur pajak kendaraan
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	11
(15,7%)
	34
(48,6%)
	20
(28,6%)
	0,900
	3,97

	Saya memahami adanya hak untuk mengajukan banding atau klaim pengurangan serta kewajiban untuk mengisi dan mengajukan laporan pajak kendaraan secara benar
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	22
(31,4%)
	21
(30,0%)
	22
(31,4%)
	0,987
	3,84

	Saya paham bahwa wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak tepat waktu
	1
(1,4%)
	1
(1,4%)
	13
(18,6%)
	32
(45,7%)
	23
(32,9%)
	0,840
	4,07

	Saya paham bahwa pada saat melakukan pelaporan harus mengisi formulir pajak 
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	11
(15,7%)
	32
(45,7%)
	22
(31,4%)
	0,917
	4,00

	Perlu memahami bagaimana nilai kendaraan mereka ditentukan untuk tujuan perpajakan
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	10
(14,3%)
	35
(50,0%)
	22
(31,4%)
	0,840
	4,07

	Saya paham bahwa otoritas pajak telah menetapkan harga beli, usi ataupun nilai taksiran
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	11
(15,7%)
	38
(54,3%)
	18
(25,7%)
	0,816
	4,00


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan Tabel 4.3 terkait penjelasan hasil jawaban responden pada variabel Pemahaman Perpajakan:
1. Pernyataan: Saya paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terutama untuk wajib pajak orang pribadi. Sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan 42,9% menyatakan setuju dan 32,9% sangat setuju. Hal ini tercermin dari nilai mean sebesar 3,99, yang termasuk dalam kategori tinggi, meskipun masih ada sebagian kecil responden (8,5%) yang kurang memahami hal ini.
2. Pernyataan: Saya paham prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dan bagaimana wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan
dengan mean 4,13 dan hanya 4,3% yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memahami prinsip dasar perpajakan dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
3. Pernyataan: Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Rata-rata jawaban adalah 4,03, dengan mayoritas responden setuju (48,6%) dan sangat setuju (31,4%), yang menandakan pemahaman cukup kuat tentang sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia.
4. Pernyataan: Saya paham tentang berbagai aspek seperti jenis pajak, struktur tarif pajak, proses pemungutan pajak, kewajiban pajak, dan berbagai aturan serta regulasi perpajakan. Responden menunjukkan pemahaman yang baik dengan mean 3,97, walaupun masih terdapat 7,1% responden yang belum sepenuhnya memahami aspek-aspek teknis perpajakan secara menyeluruh.
5. Pernyataan: Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui konsekuensi hukuman yang mungkin dihadapi jika melanggar peraturan pajak kendaraan, seperti denda atau penahanan kendaraan dengan mean 4,13, pernyataan ini memperoleh tingkat persetujuan yang sangat tinggi (44,3% setuju dan 35,7% sangat setuju), yang menunjukkan bahwa responden sadar akan konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak.
6. Pernyataan: Saya paham bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Tingkat pemahaman terhadap pentingnya penegakan sanksi terlihat cukup tinggi dengan nilai mean 4,03, dan sekitar 74,2% responden menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi.
7. Pernyataan: Memahami hak-hak dan kewajiban dalam hubungan dengan otoritas pajak yang mengatur pajak kendaraan. Dengan mean 3,97, mayoritas responden memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, yang ditunjukkan oleh 48,6% setuju dan 28,6% sangat setuju.
8. Pernyataan: Saya memahami adanya hak untuk mengajukan banding atau klaim pengurangan serta kewajiban untuk mengisi dan mengajukan laporan pajak kendaraan secara benar. Nilai mean 3,84 menandakan bahwa meskipun mayoritas memahami hak dan kewajiban ini, masih terdapat 31,4% responden yang hanya menyatakan cukup setuju, menandakan perlunya edukasi lanjutan tentang prosedur formal pelaporan dan banding.
9. Pernyataan: Saya paham bahwa wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Pernyataan ini memperoleh nilai mean sebesar 4,07, yang menunjukkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu sudah cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM.
10. Pernyataan: Saya paham bahwa pada saat melakukan pelaporan harus mengisi formulir pajak. Nilai mean sebesar 4,00 menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami kewajiban dalam mengisi formulir saat melaporkan pajak, meskipun 5,7% masih belum memahami secara menyeluruh.
11. Pernyataan: Perlu memahami bagaimana nilai kendaraan ditentukan untuk tujuan perpajakan. Pernyataan ini memiliki mean 4,07, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari pentingnya memahami dasar penilaian objek pajak (kendaraan dalam konteks ini).
12. Pernyataan: Saya paham bahwa otoritas pajak telah menetapkan harga beli, usia, ataupun nilai taksiran kendaraan dengan mean 4,00 dan tingkat persetujuan tinggi (54,3% setuju dan 25,7% sangat setuju), menunjukkan bahwa responden sudah cukup paham mengenai dasar penetapan nilai objek pajak oleh otoritas pajak.
Berdasarkan semua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi, terutama mengenai prinsip-prinsip perpajakan, sistem self-assessment, kewajiban pelaporan, dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan edukasi perpajakan, terutama dalam aspek teknis pelaporan dan hak-hak formal seperti banding dan klaim pengurangan pajak.
Tabel 4.4
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	Pernyataan
	Kategori Jawaban Responden
	Deviation
	Mean

	
	STS
(%)
	TS
(F%)
	KS
(F%)
	S
(%)
	SS
(F%)
	
	

	Saya sadar adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban dalam membayar
	1
(1,4%)
	5
(7,1%)
	9
(12,9%)
	33
(47,1%)
	22
(31,4%)
	0,933
	4,00

	Saya sadar adanya perhitungan, membayar, dan melaporkan pajak
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	7
(10,0%)
	40
(57,1%)
	20
(28,6%)
	0,794
	4,09

	Saya mengetahui bahwa Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	8
(11,4%)
	43
(61,4%)
	16
(22,9%)
	0,771
	4,01

	Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	8
(11,4%)
	38
(54,3%)
	19
(27,1%)
	0,868
	4,00

	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	2
(2,9%)
	2
(2,9%)
	9
(12,9%)
	46
(65,7%)
	11
(15,7%)
	0,808
	3,89

	Sebagai seorang wajib pajak mempunyai kepercayaan terhadap pengalokasian pajak untuk kepentingan umum
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	8
(11,4%)
	35
(50,0%)
	22
(31,4%)
	0,892
	4,04


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Pada Tabel 4.4 terkait hasil jawaban responden variabel Kesadaran Wajib Pajak berikut ini adalah penjelasannya
1. Pernyataan: Saya sadar adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban dalam membayar. Mayoritas responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban membayar pajak, dengan 47,1% menyatakan setuju dan 31,4% sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) sebesar 4,00 menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, meskipun masih terdapat 8,5% yang belum sepenuhnya sadar akan hal ini.
2. Pernyataan: Saya sadar adanya perhitungan, membayar, dan melaporkan pajak. Kesadaran terhadap kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak juga cukup tinggi, dengan mean 4,09. Sebanyak 57,1% responden setuju dan 28,6% sangat setuju terhadap pernyataan ini. Hanya sedikit sekali (4,3%) yang belum menyadarinya.
3. Pernyataan: Saya mengetahui bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum. Sebagian besar responden memahami pentingnya pajak sebagai sumber dana pembangunan, ditunjukkan oleh 61,4% responden yang setuju dan 22,9% sangat setuju. Nilai mean sebesar 4,01 mengindikasikan tingkat kesadaran yang sangat baik terhadap fungsi pajak dalam pembangunan nasional.
4. Pernyataan: Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara utama cukup tinggi, dengan mean 4,00. Sebanyak 54,3% setuju dan 27,1% sangat setuju, sementara hanya sebagian kecil (7,1%) kurang menyadari hal ini.
5. Pernyataan: Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun kesadaran masih tergolong tinggi (mean 3,89), persentase responden yang sangat setuju (15,7%) relatif lebih rendah dibandingkan pernyataan lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi ketentuan hukum perpajakan secara menyeluruh.
6. Pernyataan: Sebagai seorang wajib pajak mempunyai kepercayaan terhadap pengalokasian pajak untuk kepentingan umum. Tingkat kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak untuk kepentingan umum juga tinggi, dengan 50,0% setuju dan 31,4% sangat setuju. Nilai mean sebesar 4,04 menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa pajak digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat luas.
Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pelaku UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Mereka menyadari kewajiban perpajakan serta memahami peran penting pajak dalam pembangunan negara. Namun, pemahaman terkait kepatuhan terhadap ketentuan formal masih bisa ditingkatkan, termasuk edukasi tentang pelaksanaan yang sesuai aturan.


Tabel 4.5
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 (X3)
	Pernyataan
	Kategori Jawaban Responden
	Deviation
	Mean

	
	STS
(%)
	TS
(F%)
	KS
(F%)
	S
(%)
	SS
(F%)
	
	

	Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak
	2
(2,9%)
	2
(2,9%)
	10
(14,3%)
	45
(64,3%)
	11
(15,7%)
	0,815
	3,87

	PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan
menjadi pendorong bagi UMKM berperan aktif dalam kegiatan ekonomi
	0
(0,0%)
	4
(5,7%)
	7
(10,0%)
	35
(50,0%)
	24
(34,3%)
	0,815
	4,13

	Kebijakan PP No.23 Tahun 2018
memudahkan UMKM dalam menghitung besarnya pajak terutang
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	9
(12,9%)
	32
(45,7%)
	26
(37,1%)
	0,856
	4,14

	Tarif Pajak 0,5% atas UMKM lebih
sederhana secara administrasinya.
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	23
(32,9%)
	27
(38,6%)
	15
(21,4%)
	0,916
	3,73

	Wajib Pajak Tidak Ditentukan Oleh Besarnya Tarif Pajak
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	10
(14,3%)
	36
(51,4%)
	19
(27,1%)
	0,884
	3,97

	Ketidakpahaman atas peraturan pajak
menyebabkan kurangnya pemahaman
tarif pajak.
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	9
(12,9%)
	37
(52,9%)
	19
(27,1%)
	0,876
	3,99


Berikut adalah penjelasan hasil jawaban responden variabel Penurunan Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018:
1. Pernyataan: Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak
sebanyak 64,3% responden setuju dan 15,7% sangat setuju bahwa penurunan tarif pajak mampu mendorong keinginan untuk membayar pajak. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,87 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM setuju bahwa insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Pernyataan: PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan menjadi pendorong bagi UMKM berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Mayoritas responden menyatakan setuju (50,0%) dan sangat setuju (34,3%) bahwa kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 dapat mendorong keterlibatan aktif UMKM dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean yang tinggi, yaitu 4,13.
3. Pernyataan: Kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 memudahkan UMKM dalam menghitung besarnya pajak terutang. Tingkat persepsi kemudahan dalam menghitung pajak sangat tinggi, dengan 45,7% responden setuju dan 37,1% sangat setuju. Mean sebesar 4,14 menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai sangat membantu dari sisi administrasi perpajakan oleh pelaku UMKM.
4. Pernyataan: Tarif Pajak 0,5% atas UMKM lebih sederhana secara administrasinya
sebanyak 38,6% setuju dan 21,4% sangat setuju bahwa tarif 0,5% dinilai sederhana dari sisi administrasi, meskipun 32,9% hanya menyatakan “kurang setuju”. Nilai mean 3,73 mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum sepenuhnya merasakan kemudahan tersebut.
5. Pernyataan: Wajib Pajak tidak ditentukan oleh besarnya tarif pajak
dengan 51,4% setuju dan 27,1% sangat setuju, mayoritas responden memahami bahwa kepatuhan wajib pajak bukan semata ditentukan oleh tarif yang diberlakukan. Nilai mean sebesar 3,97 menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya kepatuhan terlepas dari besaran tarif.
6. Pernyataan: Ketidakpahaman atas peraturan pajak menyebabkan kurangnya pemahaman tarif pajak sebanyak 52,9% setuju dan 27,1% sangat setuju bahwa rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan berdampak pada ketidakpahaman terhadap tarif pajak. Mean sebesar 3,99 menunjukkan bahwa edukasi terhadap regulasi pajak masih dibutuhkan di kalangan pelaku UMKM.
Secara keseluruhan, hasil tanggapan menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 dinilai positif oleh pelaku UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam. Mereka menganggap kebijakan ini mampu mempermudah perhitungan pajak, mendorong peran ekonomi UMKM, serta meningkatkan kemauan membayar pajak. Meski demikian, aspek pemahaman terhadap aturan perpajakan secara menyeluruh masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Tabel 4.6
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Pernyataan
	Kategori Jawaban Responden
	Deviation
	Mean

	
	STS
(%)
	TS
(F%)
	KS
(F%)
	S
(%)
	SS
(F%)
	
	

	Sebagai wajib pajak harus mengetahui bahwa pajak ditetapkan undang-undang dan bersifat memaksa
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	13
(18,6%)
	32
(45,7%)
	20
(28,6%)
	0,915
	3,94

	Saya akan membayar pajak tepat pada waktunya
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	10
(14,3%)
	35
(50,0%)
	20
(28,6%)
	0,893
	3,99

	Saya akan melaporkan diri sebagai wajib pajak
	2
(2,9%)
	2
(2,9%)
	10
(14,3%)
	34
(48,6%)
	22
(31,4%)
	0,998
	3,70

	Sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban kepemilikan NPWP.
	2
(2,9%)
	4
(5,7%)
	24
(34,3%)
	23
(32,9%)
	17
(24,3%)
	0,850
	4,13

	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	9
(12,9%)
	33
(47,1%)
	25
(35,7%)
	0,871
	4,10

	Saya akan mengisi SPT dengan benar
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	11
(15,7%)
	31
(44,3%)
	25
(35,7%)
	0,948
	4,00

	Saya akan menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	13
(18,6%)
	28
(40,0%)
	24
(34,3%)
	0,875
	4,04

	Jika saya melakukan keterlambatan dalam menyetorkan SPT akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pajak
	0
(0,0%)
	4
(5,7%)
	13
(18,6%)
	29
(41,4%)
	24
(34,3%)
	0,837
	4,10

	Saya memahami adanya SPT Masa, Tahunan, dan Tahunan Badan
	1
(1,4%)
	2
(2,9%)
	9
(12,9%
	35
(50,0%)
	23
(32,9%)
	0,892
	4,04

	Saya mengetahui adanya sanksi perpajakan 
	1
(1,4%)
	4
(5,7%)
	8
(11,4%)
	35
(50,0%)
	22
(31,4%)
	0,867
	3,87


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berikut ini adalah keterangan terkait Tabel 4.6 hasil jawaban responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak:
1. Pernyataan: Sebagai wajib pajak harus mengetahui bahwa pajak ditetapkan undang-undang dan bersifat memaksa sebanyak 45,7% responden setuju dan 28,6% sangat setuju dengan pernyataan ini. Nilai mean sebesar 3,94 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dihindari.
2. Pernyataan: Saya akan membayar pajak tepat pada waktunya terdapat 50,0% responden yang setuju dan 28,6% sangat setuju untuk membayar pajak tepat waktu. Mean 3,99 menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak.
3. Pernyataan: Saya akan melaporkan diri sebagai wajib pajak sebanyak 48,6% responden setuju dan 31,4% sangat setuju akan melaporkan diri sebagai wajib pajak, meskipun terdapat 14,3% yang kurang setuju. Nilai mean 3,70 menunjukkan kepatuhan yang cukup, namun masih terdapat sebagian kecil yang belum sepenuhnya sadar pentingnya pelaporan.
4. Pernyataan: Sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban kepemilikan NPWP, 32,9% responden setuju dan 24,3% sangat setuju bahwa memiliki NPWP adalah kewajiban. Mean 4,13 menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kepemilikan NPWP di kalangan UMKM.
5. Pernyataan: Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 47,1% responden setuju dan 35,7% sangat setuju untuk menyetorkan SPT. Nilai mean 4,10 mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap kewajiban penyetoran SPT.
6. Pernyataan: Saya akan mengisi SPT dengan benar mayoritas responden setuju (44,3%) dan sangat setuju (35,7%) bahwa mereka akan mengisi SPT dengan benar. Mean 4,00 menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya keakuratan pelaporan pajak.
7. Pernyataan: Saya akan menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, responden yang setuju sebesar 40,0% dan sangat setuju 34,3%. Mean 4,04 menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung taat waktu dalam menyampaikan SPT.
8. Pernyataan: Jika saya melakukan keterlambatan dalam menyetorkan SPT akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pajak, tanggapan setuju sebesar 41,4% dan sangat setuju 34,3% menunjukkan bahwa para wajib pajak sadar akan risiko sanksi akibat keterlambatan. Nilai mean 4,10 menegaskan bahwa pemahaman terhadap konsekuensi hukum cukup tinggi.
9. Pernyataan: Saya memahami adanya SPT Masa, Tahunan, dan Tahunan Badan dengan 50,0% responden setuju dan 32,9% sangat setuju, menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memahami jenis-jenis SPT yang ada. Mean 4,04 mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kewajiban pelaporan perpajakan.
10. Pernyataan: Saya mengetahui adanya sanksi perpajakan sebanyak 50,0% responden setuju dan 31,4% sangat setuju bahwa mereka mengetahui adanya sanksi perpajakan. Nilai mean 3,87 mengindikasikan tingkat kesadaran yang tinggi namun masih ada ruang peningkatan dalam penyuluhan pajak.
Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Lubuk Pakam memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi, baik dalam hal kesadaran hukum, ketepatan waktu, maupun pemahaman administratif terkait SPT dan NPWP. Namun, masih ada sebagian kecil yang menunjukkan ketidakyakinan atau belum sepenuhnya paham, terutama dalam aspek pelaporan diri dan konsekuensi sanksi, yang dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih intensif.
4.3	Uji Deskriptif Data
Uji deskriptif data merupakan salah satu tahapan awal dalam analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang telah dikumpulkan. Uji ini menyajikan ringkasan data melalui ukuran-ukuran statistik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Melalui uji deskriptif, peneliti dapat mengetahui sejauh mana sebaran data, kecenderungan sentral, serta keberagaman nilai dari masing-masing variabel penelitian. Oleh karena itu, uji deskriptif berperan penting dalam menjelaskan kondisi awal data dan membantu dalam interpretasi hasil penelitian secara lebih mendalam.
Tabel 4.7
Hasil Uji Deskriptif Data
	Statistics

	
	Pemahaman Perpajakan
	Kesadaran Wajib Pajak
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018
	Kepatuhan Wajib Pajak

	N
	Valid
	70
	70
	70
	70

	
	Missing
	0
	0
	0
	0

	Mean
	48.23
	24.03
	23.83
	39.91

	Std. Error of Mean
	.595
	.343
	.317
	.503

	Median
	49.50
	25.00
	25.00
	41.00

	Mode
	51
	25
	25
	42

	Std. Deviation
	4.979
	2.869
	2.654
	4.211

	Variance
	24.788
	8.231
	7.043
	17.732

	Range
	20
	12
	13
	20

	Minimum
	36
	17
	15
	28

	Maximum
	56
	29
	28
	48

	Sum
	3376
	1682
	1668
	2794


Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Berdasarkan hasil uji deskriptif data, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dianalisis dari 70 responden tanpa data yang hilang. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki rata-rata sebesar 48,23 dengan standar deviasi 4,979, menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi dengan variasi data yang moderat. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki rata-rata 24,03 dan standar deviasi 2,869, mengindikasikan kesadaran yang cukup merata di antara responden. Variabel Penurunan Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018 memiliki rata-rata 23,83 dan standar deviasi 2,654, yang menunjukkan persepsi responden terhadap kebijakan tersebut tergolong homogen. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata 39,91 dengan standar deviasi 4,211, menandakan tingkat kepatuhan yang cukup baik dengan sebaran data yang masih dapat diterima. Secara keseluruhan, keempat variabel menunjukkan distribusi data yang wajar dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan.
4.4	Uji Validitas dan Reliabilitas
4.4.1	Uji Validitas
Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi antara skor item dengan total skor (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari 0,3673. 
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Pernyataan
	Corrected Item Total
Correlation (rhitung)
	rtabel
	Status

	Pemahaman Perpajakan (X1)
	X1.1
	0,911
	0,3673
	Valid

	
	X1.2
	0,884
	0,3673
	Valid

	
	X1.3
	0,819
	0,3673
	Valid

	
	X1.4
	0,831
	0,3673
	Valid

	
	X1.5
	0,822
	0,3673
	Valid

	
	X1.6
	0,888
	0,3673
	Valid

	
	X1.7
	0,864
	0,3673
	Valid

	
	X1.8
	0,864
	0,3673
	Valid

	
	X1.9
	0,526
	0,3673
	Valid

	
	X1.10
	0,883
	0,3673
	Valid

	
	X1.11
	0,708
	0,3673
	Valid

	
	X1.12
	0,532
	0,3673
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	X2.1
	0,899
	0,3673
	Valid

	
	X2.2
	0,919
	0,3673
	Valid

	
	X2.3
	0,940
	0,3673
	Valid

	
	X2.4
	0,835
	0,3673
	Valid

	
	X2.5
	0,940
	0,3673
	Valid

	
	X2.6
	0,899
	0,3673
	Valid

	Penurunan Tarif Pajak PPNo 23 Tahun 2018  (X3)
	X3.1
	0,897
	0,3673
	Valid

	
	X3.2
	0,886
	0,3673
	Valid

	
	X3.3
	0,938
	0,3673
	Valid

	
	X3.4
	0,791
	0,3673
	Valid

	
	X3.5
	0,931
	0,3673
	Valid

	
	X3.6
	0,901
	0,3673
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Y.1
	0,748
	0,3673
	Valid

	
	Y.2
	0,876
	0,3673
	Valid

	
	Y.3
	0,580
	0,3673
	Valid

	
	Y.4
	0,711
	0,3673
	Valid

	
	Y.5
	0,662
	0,3673
	Valid

	
	Y.6
	0,699
	0,3673
	Valid

	
	Y.7
	0,605
	0,3673
	Valid

	
	Y.8
	0,881
	0,3673
	Valid

	
	Y.9
	0,702
	0,3673
	Valid

	
	Y.10
	0,648
	0,3673
	Valid


Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Hasil uji validitas dari setiap pernyataan dalam variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak,  penurunan tarif pajak PP No 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak besar dari nilai r tabel 0.3673 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
4.4.2	Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila diukur kembali dalam kondisi yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach’s Alpha, dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. 
Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Croncbach´s Alpha Hitung
	Keterangan

	Pemahaman Perpajakan (X1)
	0,940
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	0,956
	Reliabel

	Penurunan Tarif Pajak PPNo 23 Tahun2018  (X3)
	0,948
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,891
	Reliabel


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha masing-masing variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak,  penurunan tarif pajak PP No 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,6 sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terbukti reliabel
4.5	Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam sebuah model regresi berganda antara lain adalah sebagai berikut :
4.5.1	Uji Normalitas
Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dan populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, penulis menggunakan uji analisis Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria nilai signifikansi harus lebih besar dan 0,05 untuk dapat dikatakan data terdistribusi normal. Berikut adalah hasil ujinya:
Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas Data
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	70

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	2.51600004

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.090

	
	Positive
	.063

	
	Negative
	-.090

	Test Statistic
	.090

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.200d

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)e
	Sig.
	.171

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.161

	
	
	Upper Bound
	.181

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. This is a lower bound of the true significance.

	e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Pengujian normalitas data diperoleh nilai probabilitas berdasarkan nilai standardized 0,05 dengan hasil uji keseluruhan variabel yaitu sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Berikut ini ditampilkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan plot.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Histogram
[image: ]
Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependen Regression Standardized Residual membentuk gambar seperti lonceng. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan meskipun sedikit terdapat kemiringan. Hal ini juga didukung dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik plot yang ditampilkan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas P-P Plot
[image: ]
Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan tampilan Normal P-Plot Regression Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dan garis diagonal.
4.5.2	Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara melihat ada atau tidaknya gejala mulikolinearitas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Influerce Factor (VIF). Jika nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 dapat diindikasikan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang diuji menggunakan  SPSS versi 29.00 for windows.
Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	5.035
	3.365
	
	1.496
	.139
	
	

	
	Pemahaman Perpajakan
	.207
	.085
	.245
	2.431
	.018
	.534
	1.873

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.645
	.155
	.440
	4.176
	<.001
	.488
	2.049

	
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018
	.394
	.145
	.248
	2.721
	.008
	.649
	1.541

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dan VIF dari variabel pemahaman perpajakan (0,534 > 0,10), (1,873 < 10), kesadaran wajib pajak (0,488 > 0,10), (2,049 < 10), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 (0,649 > 0,10), (1,541 < 10), sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians (heteroskedastisitas) pada residual atau galat dari suatu model regresi. Ketidaksamaan varians ini dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien, sehingga hasil analisis menjadi bias dan tidak dapat diandalkan. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut dapat dilihat pada gambar atau output scatterplot di bawah ini, yang menunjukkan pola penyebaran residual terhadap nilai prediksi yang dihasilkan oleh model regresi.
Gambar 4.4
Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
[image: ]
Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, baik pola mengerucut, menyebar, maupun melengkung. Pola sebaran acak ini mengindikasikan bahwa varians dari residual bersifat konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi, dan model regresi layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.
4.6	Analisis Linier Regresi Berganda
Untuk menjalin hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mencari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat melalui Analisis Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	5.035
	3.365
	
	1.496
	.139
	
	

	
	Pemahaman Perpajakan
	.207
	.085
	.245
	2.431
	.018
	.534
	1.873

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.645
	.155
	.440
	4.176
	<.001
	.488
	2.049

	
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018
	.394
	.145
	.248
	2.721
	.008
	.649
	1.541

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan pada tabel 4.12 maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:
Y = 5,035 + 0,207 X1 + 0,645 X2 + 0,394 X3
Pada tabel 4.12 menunjukan bahwa perhitungan diperoleh nilai konstanta (a) 5,035, b1 sebesar 0,207, b2 sebesar 0,645 dan b3 sebesar 0,394 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 5,035 + 0,207 X1 + 0,645 X2 + 0,394 X3. Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. 	Konstanta (a) = 5,035 artinya jika variabel Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 bernilai 0 maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 5,035.
2.	Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan = 0,207 artinya jika variabel Pemahaman Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajaakan meningkat 0,207.
3.	Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak = 0,645 artinya jika variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajaakan meningkat sebesar 0,645.
4.	Koefisien regresi Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018= 0,394 artinya jika variabel Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajaakan meningkat sebesar 0,394.
4.7	Uji t (Parsial)
Uji t (Parsial) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian SPSS maka nilai uji t adalah sebagai berikut:



Tabel 4.13
Uji t (Parsial)
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	5.035
	3.365
	
	1.496
	.139
	
	

	
	Pemahaman Perpajakan
	.207
	.085
	.245
	2.431
	.018
	.534
	1.873

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.645
	.155
	.440
	4.176
	<.001
	.488
	2.049

	
	Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018
	.394
	.145
	.248
	2.721
	.008
	.649
	1.541

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12 diperoleh nilai t tabel pada df = n-k-1 = 70-3-1 = 66 pada taraf signifikan 5% (0,05) adalah 1,9965. Maka dengan demikian untuk mengetahui secara parsial dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:
1. Nilai yang diperoleh pada Tabel 4.10 yaitu nilai t-hitung > t-tabel (2,431 > 1,9965) dan signifikan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Nilai yang diperoleh pada Tabel 4.10 yaitu nilai t-hitung > t-tabel (4,176 > 1,9965) dan signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Nilai yang diperoleh pada Tabel 4.10 yaitu nilai t-hitung > t-tabel (2,721 > 1,9965) dan signifikan sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 artinya Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.8	Uji F (Simultan)
Uji F (Simultan) merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Jika hasil uji F menunjukkan nilai yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya satu dari variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29.00, yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel ANOVA. Adapun nilai F hitung dan tingkat signifikansi yang diperoleh melalui output SPSS tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Hasil lengkap dari uji F ditampilkan pada tabel ANOVA berikut ini.
Tabel 4.14
Uji F (Simultan)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	786.698
	3
	262.233
	39.624
	<.001b

	
	Residual
	436.788
	66
	6.618
	
	

	
	Total
	1223.486
	69
	
	
	

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

	b. Predictors: (Constant), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak


Sumber : Hasil Penelitian, 2025
Dari Tabel 4.14 diperoleh nilai Fhitung sebesar 39,624. Dengan α = 5%, dk pembilang : 3, dk penyebut : 70-3 (5%; 3; 67; Ftabel 2,74) diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,74. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Fhitung (39,624) > Ftabel (2,74), dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No 23 Tahun 2018  berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.9	Uji Koefisian Determinasi
Koefisien determinasi (R Square) merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Untuk regresi linier berganda, digunakan nilai Adjusted R Square karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dalam model. Nilai Adjusted R Square berada antara 0 hingga 1, dan dikatakan baik jika nilainya di atas 0,5. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah:
Tabel 4.15
Hasil Uji R Square
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.802a
	.643
	.627
	2.573

	a. Predictors: (Constant), Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

	b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Hasil Penelitian, 2025
Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) sebesar 0,643, hal ini berarti 64,3% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
4.10	Pembahasan
4.10.1 	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman perpajakan merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM makanan dan minuman di Lubuk Pakam. Pemahaman yang baik meliputi pengetahuan tentang jenis pajak, prosedur pelaporan, perhitungan pajak, hingga sanksi administrasi yang berlaku. Pelaku UMKM yang memahami regulasi perpajakan cenderung lebih percaya diri dan mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (Wijayanti & Sasongko, 2021).
Fenomena di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman antar pelaku UMKM. Beberapa responden mengaku sulit memahami formulir pajak dan prosedur pelaporan SPT. Keterbatasan ini berdampak pada ketidakpatuhan, karena pelaku UMKM merasa rumit dan tidak siap untuk melaksanakan kewajiban pajak. Situasi ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM. Upaya peningkatan pemahaman perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi sosialisasi harus mudah dipahami, praktis, dan relevan dengan kebutuhan operasional UMKM. Misalnya, panduan pengisian SPT secara online, simulasi perhitungan PPh final, serta akses informasi mengenai insentif fiskal dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak secara signifikan.
Selain itu, pemahaman perpajakan yang baik juga membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketika pelaku UMKM memahami fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka muncul motivasi intrinsik untuk patuh. Kesadaran ini sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa sikap dan pengetahuan memengaruhi niat berperilaku patuh.
Penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Meidiyustiani et al., (2022), Panjaitan (2022), dan Meutia et al., (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman, semakin baik kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM.
4.10.2 	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran internal yang mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Kesadaran ini meliputi pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi untuk pembangunan nasional dan bukan hanya beban finansial pribadi (Rukhayah, 2020). Pelaku UMKM yang memiliki kesadaran tinggi lebih disiplin dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu.
Faktor yang membentuk kesadaran wajib pajak termasuk persepsi manfaat pajak, kepercayaan terhadap integritas aparat pajak, dan sikap terhadap kewajiban perpajakan. Teori Equity Theory (Adams, 1965) menjelaskan bahwa persepsi keadilan dalam pemungutan pajak memengaruhi kepatuhan; pelaku UMKM cenderung patuh ketika merasa kontribusi mereka dihargai dan digunakan untuk kepentingan bersama.
Upaya meningkatkan kesadaran dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan sejak dini, kampanye kesadaran, dan transparansi pengelolaan pajak. Informasi yang jelas mengenai bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Pendekatan ini juga memanfaatkan prinsip behavioral compliance, di mana pemahaman manfaat pajak dan sikap positif terhadap otoritas perpajakan mendorong kepatuhan (Alm & Torgler, 2011).
Kesadaran wajib pajak juga berperan sebagai penguat pengaruh pemahaman perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan sekaligus kesadaran tinggi akan lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek afektif (kesadaran) dan kognitif (pemahaman) bekerja sinergis dalam mendorong kepatuhan.
Penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Hapsari & Ramayanti (2022), Madjodjo & Baharuddin (2022), dan Yulitasari et al., (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pelaku UMKM dengan kesadaran tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama bila didukung dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan.
4.10.3 	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 terbukti memengaruhi kepatuhan UMKM di Lubuk Pakam. Insentif fiskal ini mengurangi beban pajak, memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk melaporkan dan membayar kewajibannya (Panjaitan, 2022). Hal ini sesuai dengan teori Behavioral Tax Compliance, yang menyatakan bahwa insentif fiskal meningkatkan motivasi patuh (Alm & Torgler, 2011).
Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi kepatuhan formal, tetapi juga material. Tarif yang lebih rendah mengurangi kecenderungan pelaku UMKM untuk menghindari pajak atau melaporkan pendapatan yang tidak sesuai kenyataan. Kebijakan ini juga meningkatkan persepsi keadilan pajak, karena pelaku UMKM merasa kemampuan finansial mereka diperhitungkan dalam penentuan tarif.
Meski demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, prosedur administrasi yang kompleks, dan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terhadap peraturan baru. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan program edukasi dan pendampingan teknis (Fatimah & Elan Nurhadi, 2024).
Selain itu, penurunan tarif pajak juga mendorong pelaku UMKM untuk masuk dalam basis data wajib pajak, sehingga meningkatkan cakupan pajak secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip administrasi perpajakan yang baik: kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi.
Penelitian terdahulu mendukung hasil ini. Meutia et al., (2021) dan Panjaitan (2022) menunjukkan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pelaku UMKM merespons positif terhadap keringanan fiskal yang diberikan pemerintah.
4.10.4 	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, menjelaskan 64,3% variasi kepatuhan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor dominan, diikuti pemahaman perpajakan dan tarif pajak. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan ekonomis.
Pemahaman perpajakan membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan, kesadaran mendorong pelaku UMKM untuk patuh, dan tarif pajak yang rendah memperkuat motivasi kepatuhan. Ketiga faktor ini saling memperkuat satu sama lain dalam menciptakan efek sinergis pada kepatuhan wajib pajak. Teori Attribution (Heider, 1958) mendukung temuan ini, di mana faktor internal (pemahaman, kesadaran) dan eksternal (tarif pajak) bersama-sama memengaruhi perilaku kepatuhan.
Pendekatan terpadu diperlukan agar strategi peningkatan kepatuhan UMKM efektif. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak perlu didukung oleh sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis, sementara penurunan tarif pajak harus disosialisasikan secara merata agar seluruh UMKM memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menekankan integrasi sikap, norma, dan kontrol perilaku.
Selain itu, kombinasi ketiga faktor ini membantu membentuk budaya patuh pajak jangka panjang. Pelaku UMKM yang memahami perpajakan, sadar akan pentingnya pajak, dan mendapat insentif fiskal akan lebih responsif terhadap perubahan regulasi, sehingga kepatuhan menjadi berkelanjutan. 
Penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Meidiyustiani et al., (2022), Panjaitan (2022), Hapsari & Ramayanti (2022), Meutia et al., (2021), Madjodjo & Baharuddin (2022), Maksumah & Hamidih (2022), dan Yulitasari et al., (2023) menegaskan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan pentingnya integrasi pemahaman, kesadaran, dan insentif fiskal dalam strategi peningkatan kepatuhan UMKM.
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